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A. Kebijakan Umum Peradilan

Sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram,
dan tertib. Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin
persamaan kedudukan warga Negara dalam hukum diperlukan upaya untuk
menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu
memberikan pengayoman kepada masyarakat, dalam kerangka tersebut dibutuhkan
suatu lembaga peradilan untuk masyarakat umum.

Kekuasaan badan peradilan adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam
menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 guna terselenggaranya negara hukum.

Kekuasaan tersebut oleh UUD 1945 diberikan kepada Mahkamah Agung
Republik Indonesia beserta badan-badan peradilan yang ada dibawahnya, diantaranya
adalah badan peradilan umum yang pada peradilan tingkat pertama dilaksanakan oleh
Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berkedudukan di Komplek
Perkantoran Gunung Gare Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan, merupakan salah satu
peradilan umum yang berada di bawah Pengadilan Negeri Pagar Alam, bertugas dan
berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat

pertama dengan daerah hukum meliputi Kota Pagar Alam.

Visi dan Misi

Visi Pengadilan Negeri Pagar Alam
Visi merupakan cara pandang jauh ke depan untuk mewujudkan tercapainya
tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pagar Alam. Visi Pengadilan Negeri Pagar
Alam mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :
“Terwujudnya Pengadilan Negeri Pagar Alam yang Agung”

Misi Pengadilan Negeri Pagar Alam:

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi
Pengadilan Negeri Pagar Alam sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pagar Alam.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pagar Alam.




ll_ap:qnin: PelaksanaaniKegiatanjPengadilan NegerilPagar-Alam, Tahun, 2022

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Pagar Alam.

C. Rencana Strategis
Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun Anggaran
2022 bertujuan untuk meningkatkan pembinaan aparatur peradilan dengan
menguraikan sasaran sebagai berikut :
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian penyelesaikan perkara

2
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
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A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

a. Keadaan perkara di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk
tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Perkara Pidana

Sisa Perkara Perkara .
Satuan . perkara Sisa
No . Jenis Perkara Masuk yang
Kerja tahun : Perkara
2022 diputus
lalu
Pengadilan Negeri Pagar Alam
Pidana Biasa 6 135 6
Pidana Anak 0 10 0
Pidana cepat 0 1 0
. Pidana
1. | Pidana singkat/ringan/lain 0 0 0
Pidana pra peradilan 0 0 0
Pidana lalu lintas 0 2232 2232 0
Perkara Perdata
Jenis esrlli:ra Perkara Perkara
No | Satuan Kerja P Masuk yang Sisa Perkara
Perkara tahun :
2022 diputus
lalu
Pengadilan Negeri Pagar Alam
1. Perdata Gugatan 3 2 1
Gugatan
sederhana 23 A3 g
Permohonan 18 18 0

b. Keadaan perkara di tingkat Banding pada Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk
tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Perkara Pidana

Sisa Perkara Perkara
Satuan " erkara Bandin Bandin Sisa
No Kerja JenisBPRlara Bl:mnding M.zlsukg yang ® Perkara
tahun lalu 2022 diputus
Pengadilan Negeri Pagar Alam
: Pidana Biasa 0 2 2 0
L Pidana Pidana Anak 0 0 0 0
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Perkara Perdata

Sisa Perkara Perkara
. . perkara Banding Banding Sisa
No | Satuan Kerja Jenis Perkara Banding Masuk yang Perkara
tahun lalu 2022 diputus
Pengadilan Negeri Pagar Alam
1. Perdata Gugatan 0 0 0 0
Gugatan
sederhana 0 0 0 0
Permohonan 0 0 0 0

c. Keadaan perkara di tingkat Kasasi pada Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk
tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Perkara Pidana

Sisa
perkara Perkara Perkara
Satuan Jenis Kasasi Kasasi Kasasi Sisa
No .
Kerja Perkara tahun lalu Masuk yang Perkara
2022 diputus
Pengadilan Negeri Pagar Alam
_ Pidana Biasa 0 1 1 0
1. | Pidana Pidana Anak 0 0 0 0
Perkara Perdata
Sisa Perkara Perkara
perkara Kasasi Kasasi Sisa
No | Satuan Kerja Jenis Perkara Kasasi
tahun Masuk yang Perkara
lalu 2022 diputus
Pengadilan Negeri Pagar Alam
1. Perdata Gugatan 0 0 0 0
Gugatan
sederhana 0 Y : 2
Permohonan 0 0 0 0

d. Keadaan perkara di tingkat Peninjauan Kembali (PK) pada Pengadilan Negeri Pagar
Alam untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Perkara Pidana

$ea Perkara PK | Perkara )
No Satuan Jenis Perkara pgkary Masuk PK yang —
Kerja PK tahun . Perkara
lalu 2022 diputus

Pengadilan Negeri Pagar Alam
Pidana Biasa 0 0 0 0
Pidana Anak 0 0 0 0

1. Pidana
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Perkara Perdata

pesriligra Perkara PK | Perkara Sisa
No | Satuan Kerja Jenis Perkara PK tahun Masuk P.Kyang Perkara
] 2022 diputus
alu
Pengadilan Negeri Pagar Alam
1. Perdata Gugatan 0 0 0 0
Gugatan
sederhana 0 0 0 0
Permohonan 0 0 0 0
A. PENYELESAIAN PERKARA
a. Jumlah sisa perkara yang diputus
Satuan Kerja Sisa Perkara Perkara Sisa
Perkara Perkara
No Masuk yang
Tahun :
2022 diputus
lalu
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
Pidana | Pidana Biasa 6 135 135 6
Pidana Anak 0 10 10 0
Pidana cepat 0 1 1 0
1. Pidana 0 0 0 0
singkat/ringan/lain
Pidana pra peradilan 0 0 0 0
Pidana Lalu lintas 0 2232 2232 0
Perdata | Gugatan 0 3 2 1
2. Gugatan sederhana 0 23 23 0
permohonan 0 18 18 0
b. Jumlah sisa perkara yang diputus tepat waktu
Satuan Kerja Sisa Perkara Perkara Sisa
Perkara Perkara
No Tahun Masuk yang
2022 diputus
lalu
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
1 Pidana | Pidana Biasa 6 135 135 6
' Pidana Anak 0 10 10 0
Perdata | Gugatan 0 3 2 1
2. Gugatan sederhana 0 23 23 0
permohonan 0 18 18 0
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c. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK
Satuan Kerja Slilsa Plf;rkara Perkara mengajukan Perkara tidak ajukan
t?allllln Perkara utus Kasasi | PK Kasasi | PK
No Masuk Banding Banding
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
Pidana | pidana Biasa 6 135 135 2 1 0 133 134 | 135
L Pidana Anak 0 10 10 0 0 0 10 10 10
Perdata | Gugatan 0 3 2 0 0 0 2 2 2
Gugatan 0 23 23 0 0 0 23 23 23
2. sederhana
permohonan 0 18 18 0 0 0 18 18 18
d. Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi
Jumlah Perkara Jumlah Perkara
Perdata Perdata yang Sisa
N n Kerj nis Perkar I oas
0 | SatuanKerja Jenis Perkara berhasil di Perkara
mediasi
Pengadilan Negeri Pagar Alam
1. Perdata 2022 Gugatan 0 0 0
Gugatan
& 0 0 0
sederhana
Permohonan 0 0 0
e. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi
Jumlah Jumlah Perkara anak
No Satuan Kerja Perkara Pidana yang berhasil melalui Ket
Anak diversi
1. | Pengadilan Negeri Pagar Alam 10 2

C.

AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

a. POSBAKUM (POS BANTUAN HUKUM)

Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya memberikan akses

yangseluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu dengan menyelenggarakan

kegiatan pemberian layanan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, salah

satunya dengan pembentukan posbakum pengadilan.

Posbakum (pos bantuan hukum) adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada

pada setiap Pengadilan Negeri untuk memberikan layanan hukum berupa informasi,

konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan
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sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan
kehakiman dan Peradilan Umum.

Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tahun 2022 mendapat anggaran dari
Mahkamah Agung RI untuk Posbakum dalam DIPA 03 (Program peningkatan
manajemen peradilan Mahkamah Agung RI) sebesar Rp 21.600.000,-. Realisasi untuk

kegiatan posbakum ini adalah :

No | Satuan kerja Pagu DIPA Total realisasi Sisa Ket

Rupiah Persentase

PENGADILAN NEGERI Pagar Alam

1. | Posbakum Rp 21.600.000,- | Rp 21.600.000,- 100 % 0

Posbakum Pengadilan Negeri Pagar Alam dibentuk oleh Ketua Pengadilan
Negeri Pagar Alam, bekerja sama dengan lembaga penyedia layanan hukum PERADI
Kota Pagar Alam dengan MOU Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam
Nomor : W6-U9/170/SK/KPN/PS.03/1/2022 tentang Pembentukan Pos Bantuan
Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Pagar Alam. Adapun masyarakat yang
menggunakan layanan posbakum ini tercatat dalam buku register posbakum, yang di
tanda tangani oleh petugas register posbakum dan Panitera Pengadilan Negeri.

Masyarakat yang datang menggunakan posbakum untuk layanan konsultasi.

a.

b.

Keliling / Pelayanan terpadu tidak ada

Sidang Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)tidak ada.
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BABIN
SUMBER DAYA MANUSIA

A. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KEPANGKATAN / GOLONGAN
/ PENDIDIKAN

Sumber daya manusia yang ada pada Pengadilan Negeri Pagar Alam sebanyak
22 (dua puluh dua) orang yang terdiri dari 6 (enam) orang Hakim dan 16 (enam belas)
pegawai dan 3 (tiga) orang CPNS.

a. Sumber Daya Manusia berdasarkan Kepangkatan / Golongan

Golongan Laki-laki Perempuan Jumlah

N}

11/c - 2

11/d

11l/a

111/b

D[

111/c

11/d

NN (W[N]
NN [UT1[CO (W1

IV/a

[EnN
)}
)}
N
\S]

Jumlah

b. Sumber Daya Manusia berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah
Sarjana (S-2) 5 2 7
Sarjana (S-1) 10 2 12
Diploma - 2 2
SMTA 1 - 1
SMTP - - -
SD/SR - - -
Jumlah 16 6 22

c. Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan Teknis / Non teknis / Staf

Jabatan Teknis/Non Golongan Jumlah
teknis 1 11 111 1\

L P L P L P L P L P
Hakim - - - - 4 - 2 S 6 -
Calon Hakim - - - - - ) - . E -
Panitera - - - - 1 - - = 1 -
Sekretaris - - - - i 1 - . 5 1
Panmud - - - ) 3 - . . 3 -
Kasubbag - - . . 2 1 . 2 1
PP - - - - 1 = . 1 &
Jurusita - - - - 1 - . : 1 :
Jurusita Pengganti G - - - - 5 ) 5 . L
Pranata Komputer 3 - - - - - : = 4 E
Staf S S ) 1 1 1 3 . 1 2
CPNS . = 3 1 1 1 - - 1 2
JUMLAH - - - 2 14 4 2 - 16 6
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a. Mutasi
Adapun mutasi selama tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Pagar Alam adalah
sebagai berikut:
e Mutasi Masuk
Adalah mutasi masuknya Hakim atau pegawai ke Pengadilan Negeri Pagar

Alam pada Tahun 2022 NIHIL.

e Mutasi Keluar
Adalah mutasi keluarnya hakim atau pegawai dari Pengadilan Negeri Pagar
Alam:
1. Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H. mutasi menjadi Panitera Muda Pidana
Pengadilan Negeri Kepahyang terhitung melaksanakan tugas mutasi

tanggal 5 Desember 2022.

b. Promosi
¢ Promosi Masuk

Adapun promosi masuk selama tahun 2022, Pada Pengadilan Negeri Pagar

Alam adalah sebagai berikut :

1. Andi Wilham, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jepara dipromosikan
menjadi Wakil Ketua pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan Surat
Keputusan MA RI Nomor : 149/KMA/SK/V/2022.

2. Suwarman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Pangkalan Balai dipromosikan menjadi Panitera Muda Hukum pada
Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal

Badan Peradilan Umum Nomor : 2443/DJU/SK/KP.04.5/10/2022.

¢ Promosi Keluar
Adapun promosi masuk selama tahun 2022, Pada Pengadilan Negeri Pagar
Alam adalah sebagai berikut :
1. Mirawati, S.Kom., S.H., M.M dari Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Pagar Alam dipromosikan menjadi Penitera Muda Pidana pada Pengadilan

Negeri Lahat dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan

Umum Nomor : 2443/DJU/SK/KP.04.5/10/2022
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c. Pensiun

Selama tahun 2022 tidak ada hakim atau pun pegawai yang pensiun.

d. Data hakim dan pegawai yang mengikuti diklat

Data pegawai dan hakim yang mengikuti diklat non teknis pada 2022 yaitu :

NO NAMA NAMA PELATIHAN / DIKLAT / TANGGAL
BIMTEK PELAKSANAAN
1 | Roni Susanta, S.H., M.H. Pelatihan Eksplorasi KEPPH 8sd11
(Studi Kasus Laporan Februari 2022
Masyarakat di Komisi Yudisial)
Pelatihan Singkat Hak Kekayaan | Tahap I
Intelektual (HKI) Elementery 95s.11 Maret 22
bagi Hakim Peradilan Umum Tahap II
Wilayah Hukum Pengadilan 15 s.d 19 Maret
Tinggi Palembang 2022
2 | Andi Wilham, S.H., M.H. Pelatihan Sertifikasi Hakim Tahap |
Lingkungan Hidup Angkatan 25]Julis.d 4
XVII Tahun 2022 Agustus 2022
Tahap II
8 s.d 16 Agustus
2022
Tahap III
21s.d 30
Agustus 2022
Training Of Trainers (TOT) Tahap I
Mediasi Bagi Hakim Peradilan 19s.d 30
Umum dan Peradilan Agama September
Seluruh Indonesia 2022
Tahap 11
Klasikal
03s.d 10
Oktober 2022
3 | Rionaldo Fernandez Sihite, Pelatihan Berkelanjutan Bagi 1s.d 14 Maret
S.H.,, M.H. Hakim Tingkat Pertama (CJE-1) | 2022
Peradilan Umum Seluruh
Indonesia (Online Learning)
4 | Harmen, S.H. Pelatihan Singkat Panitera 22 s.d 24 Maret
Pengganti 4 Peradilan Umum 2022

Seluruh Indonesia Gelombang II
dengan metode E-Learning dan
Zoom Meeting
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Bimtek ASN terkait Pencepatan | 28 s.d 30 Maret
Penyelesaian Perkara dengan 2022
Materi E-Court
5 | Habelly, S.H Pelatihan Singkat Panitera 22 s.d 24 Maret
Pengganti 4 Peradilan Umum 2022
Seluruh Indonesia Gelombang II
dengan metode E-Learning dan
Zoom Meeting
Bimtek ASN terkait Pencepatan | 28 s.d 30 Maret
Penyelesaian Perkara dengan 2022
Materi E-Court
6 | Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H. | Pelatihan Singkat Panitera 15 s.d 17 Maret
Pengganti 4 Peradilan Umum 2022
Seluruh Indonesia Gelombang I
dengan metode E-Learning dan
Zoom Meeting
7 | Herdiansah, S.H Pelatihan Singkat Panitera 29 s.d 31 Maret
Pengganti 4 Peradilan Umum 2022
Seluruh Indonesia Gelombang
[II dengan metode E-Learning
dan Zoom Meeting
Bimtek ASN terkait Pencepatan | 28 s.d 30 Maret
Penyelesaian Perkara dengan 2022
Materi E-Court
8 | Mirawati, S.Kom., S.H., M.M. Pelatihan Singkat Panitera 5s.d 7 April
Pengganti 4 Peradilan Umum 2022
Seluruh Indonesia Gelombang
IV dengan metode E-Learning
dan Zoom Meeting
9 | Hindrawansyah Focus Group Discussion (FGD) 22 s.d 24 Maret
Kepaniteraan dilingkungan 2022
Peradilan Umum
10 | Seluruh Petugas PTSP dan Pelatihan Bahasa Isyarat 11 s.d 18 Maret
Tenaga PPNPN (Difabel) 2022
11 | Hurupia Pisalasa, S.Kom., Bimtek Kesekretariatan 24 s.d 26
M.M. Agustus 2022
12 | Deni Setiawan, S.H., M.H. Bimtek Kesekretariatan 24 s.d 26
Agustus 2022
13 | Likwanyu, S.E. Bimtek Kesekretariatan 24 s.d 26
Agustus 2022
14 | Rosyana Dwi Yunita, S.H. Latsar CPNS 15 Agustus s.d

12 November
2022
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15 | Bilma Diffika, S.H. Latsar CPNS 15 Agustus s.d
12 November
2022

16 | Citra Nency, AAMd.M. Latsar CPNS 15 Agustus s.d

12 November
2022
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A. Pengelolaan Keuangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai
target rencana kinerjajuga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2022 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja
Barang ( Non Operasional dan Operasional) dan Belanja Modal
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang ( Non Operasional
dan Operasional)
Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Pagar Alam tahun
anggaran 2022, rincian pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan

Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1. Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

adalah sebagai berikut :
Total Realisasi Sisa
No Jenis Belanja Anggaran
Rupiah Persentase

1 Belanja pegawai 2.390.727.000 | 2.279.753.082 95,36 % 110.973.918
2 Belanja Barang 1.405.737.000 | 1.386.181.809 98,61% 19.555.191
3 Belanja Modal 87.500.000 84.250.000 96,29 % 3.250.000

Total 3.883.964.000 | 3.750.184.491 96,56% 133.779.109

2. Pagu dan realisasi Dipa (03) Badan Peradilan Umum

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang
kegiatan non operasional dan operasional persidangan peradilan sebagai berikut :

Total Realisasi Sisa

No Jenis Belanja Anggaran )
Rupiah Persentase

1 Belanja Barang 57.383.000 54.521.575. 95,01% 2.861.425
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Total 57.383.000 54.521.575. 95,01% 2.861.425

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

B

Gedung kantor Pengadilan Negeri Pagar Alam terletak di Komplek Perkantoran

Gunung Gare diatas tanah seluas 8.480 m? dengan luas tanah bangunan 1.034 m? dan
luas tanah untuk sarana lingkungan (jalan, taman dan lain-lain) 679 m? dengan
sertifikat Hak pakai No.7 kelurahan Pagar Wangi yang telah lama dibalik nama menjadi
atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia
tanggal 21 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar
Alam berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 186/PMK.06/2009 dan Kepala
Badan Pertanahan No. 24 Tahun 2009 tanggal 18 November 2009 tentang
persertifikatan Barang Milik Negara berupa Tanah. Untuk gedung kantor pengadilan

sampai saat ini telah prototype sebagaimana yang ditentukan oleh Mahkamah Agung

Republik Indonesia.

Sarana kendaraan dinas, Pengadilan Negeri Pagar Alam, kondisinya:

Kondisi
. Tahun
No Uraian e Baik R_usak Rusak Ket
Ringan Berat
1. Pengadilan Negeri Pagar
Alam
1. Kendaraan Roda 4 a. 2014 v N e -

a. Daihatsu Terios

2. Kendaraan Roda 2
a. Yamaha Mio a. 2012
b. Yamaha Jupiter Z b. 2012

<
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Untuk kendaraan dinas roda empat (4), pada tahun 2022 sebanyak 1 (Satu) unit.

gadilan Negeri|Pagar-Alam Tahun, 2022

Untuk kendaraan dinas roda dua (2), sebanyak dua (2) unit. Yaitu :

- 1 (satu) unit Yamaha Mio Tahun 2012, kondisi Baik warna hitam dengan nomor
polisi BG 2272 WZ digunakan oleh kasubbag perencanaan teknologi informasi &
pelaporan.

- 1 (satu) unit Yamaha Jupiter Z tahun 2012 kondisi Baik warna putih dengan nomor
polisi BG 2273 WZ digunakan oleh Kasub Umum dan Keuangan.

Adapun perbaikan sarana dan prasarana pada Gedung Kantor Pengadilan Negeri Pagar

Alam antara lain :

GAMBAR-GAMBAR PERUBAHAN SARANA DAN PRASARANA :

Ruang Tunggu Ramah Anak

~

Ruang BAPAS dan Penasehat Hukum




Ruang Tunggu Pengunjung

Area Mushollah Al - Mahkamah




Ruang Penasehat Hukum
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Terdapat perubahan pada Ruang Sidang Kirana (Ruang Sidang Anak) pada Pengadilan Negeri
Pagar Alam

gadilan NegerilPagar-Alam Tahun, 2022

-

Before

Ruang Sidang Candra
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Berikut laporan Barang Milik Negara berupa rumah dinas Pengadilan Negeri Pagar

Alam :

Kondisi

No Uraian Jumlah Rusak Rusak Ket
Baik Ringan Berat

1. Pengadilan Negeri Pagar Alam
Rumah Dinas ketua

Rumah Dinas Wakil Ketua
Rumah Dinas hakim

Rumah Dinas Panitera
Rumah Dinas Sekretaris

uhwne

Laporan Barang Milik Negara Berupa Sarana Prasarana Pengadilan Negeri Pagar Alam :

No Uraian Jumlah Keterangan
1 | Pengadilan Negeri Pagar Alam 1 -
1. Ruang Ketua 1 -
2. Ruang Wakil Ketua 1 -
3. Ruang Hakim 1 -
4. Ruang Panitera 1 -
5. Ruang Sekretaris 1 -
6. Sidang Umum 2 -
7. Sidang Ramah Anak 1 -
8. Ruang Kepaniteraan 3 -
9. Ruang Kesekretariatan 4 -
10. Ruang Perpustakaan 1 -
11. Ruang Bendahara /DYK 1 -
12. Ruang Musholah 1 -
13. Ruang Penasehat Hukum 1 -

14. Ruang Tahanan Dewasa 2 Laki-Laki dan

Perempuan
15. Ruang Tahanan Anak 1 -
16. Ruang Tunggu Jaksa 1 -
17. Ruang Laktasi 1 -
18. Ruang Mediasi . -
19. Ruang Arsip 1 -
20. Ruang Tunggu Anak 1 -
21. Ruang PTSP dan Informasi 1 -
22. Ruang Tunggu Pengunjung 1 -
23. Area Merokok 1 -
24. Ruang Tunggu KPN, WKPN dan 0 -

Panitera
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25. WC KPN, WKPN dan Panitera
26. WC Pengunjung Laki-Laki /
Perempuan
27. WC Pegawai 7
28. WC Disabilitas 1 -
1
1

N
1

N
1

29. Ruang Media Center
30. Ruang Tunggu Tamu Terbuka, Sarana
/ Prasarana Fasilitas Perkantoran
31. Komputer / PC Unit 25 -
32. Laptop 9
33. Brankas 1
34. CCTV 8
35. Genset 1 -
2
6
1

36. Televisi
37. UPS
38. Server
39. Printer 16 -
40. Scanner 2 -
41. Air Conditioner (AC) 1 -
42. Rak Server 1 -
43. Router 2 -
44, Meja Kerja 31 -
45. Kursi 30 -
46. Projector

47. Lemari Kayu

48. Bangunan Gedung Kantor Permanen
49. Pagar Permanen

50. Pos Jaga Permanen

51. Monografi

C. Pengelolaan Teknologi Informasi
a. Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Umum

Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan Kkegiatannya berusaha
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya
peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Juga tuntutan para
pencari keadlian dan perkembangan zaman mengharuskan pelayanan
administrasi perkara di pengadilan berbasis teknologi informasi. Sehingga
dimungkinkan peradilan Indonesia memiliki sistem untuk melakukan

pemanggilan para pihak melalui media elektronik yang saat ini di buat

sebuah inovasi yaitu aplikasi e-court. Payung hukum pelaksanaan
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administrasi secara elektronik ini adalah peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan Secara
Elektronik. Layanan e-court ini dapat digunakan oleh advokat maupun

perorangan yang terdaftar.

@ e - Court Tetange-Court Layanan Partner Keanggotaanv PetaeCourtv  Hubungl
T Recroks ke e

e-Court Mahkamah Agung RI

e-Filing | e-Payment | e-Summons

Login

@) e Court Pengertian

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara
Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara
online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan
dengan saluran elektronik

Adapun untuk melaksanakan perintah Ketua Mahkamah Agung RI dalam

implementasi e-court tersebut adalah :

1. Sosialisasi peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2020 dan
mengenalkan aplikasi e-court kepada para advokat, pimpinan Bank dan bagian
Hukum Pemerintah Kota di wilayah Kotamadya Pagar Alam pada tanggal 15
Oktober 2020 di Pengadilan Negeri Pagar Alam.

2. Aktivasi dan setting konfigurasi ke e-court Mahkamah Agung RI

3. Pemasangan sarpras pendukung e-court yaitu :

- Kios Touchscreen untuk aplikasi e-court




4. Jumlah perkara yang mendaftar dengan menggunakan aplikasi e-court.

NO PERKARA GUGATAN GUGATAN PERMOHONAN
SEDERHANA
1. PERDATA 3 23 6

b. Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum

Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Lembaga Peradilan yang
dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI, salah satunya adalah dengan meningkatkan
pelayanan informasi dan keterbukaan informasi di Pengadilan sesuai dengan SK
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus
2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan adapun pengelolaan rutinnya
merupakan pelaksanaan dari SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-
144/KMA/SK/1/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi
di Pengadilan sebagai pengganti SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144 tahun
2007 tersebut. Sebagai bagian dari core bisnis Peradilan Umum yaitu penyelesaian
perkara, maka Mahkamah Agung RI meluncurkan aplikasi SIPP (Sistem Informasi
Penelusuran Perkara) yang tujuannya memberikan semua informasi terkait proses
penanganan perkara. Selain itu, aplikasi SIPP ini difungsikan pimpinan Pengadilan
untuk memonitor kinerja Hakim dan aparatur Pengadilan, tertib administrasi sebagai
media kerja yang efektif bagi pengawasan internal.

Adapun untuk melaksanakan perintah Ketua Mahkamah Agung RI dalam
implementasi SIPP tersebut adalah :

- Peningkatan bandwith internet dengan menggunakan internet dedicated yaitu

bandwith 60 Mbps.
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- Update aplikasi SIPP. Sampai saat ini aplikasi SIPP yang sudah di update versi
5.1.0
- Mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Negeri Pagar Alam
dalam kegiatan Sosialisasi update Aplikasi SIPP versi 5.1.0
- Untuk mewujudkan transparansi penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri
Pagar Alam telah melakukan publikasi terhadap perkara, baik pidana maupun
perdata. Untuk publikasi perkara secara keseluruhan dapat dilihat pada
aplikasi SIPP versi 5.1.0 yang beralamat di http://sipp.pn-pagaralam.go.id
Pada akhir tahun 2022 dalam evaluasi implementasi SIPP Pengadilan Tingkat
Pertama se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang, Pengadilan Negeri Pagar
Alam menduduki peringkat 8 (delapan) dengan jumlah total 967,34 poin dari empat
kriteria evaluasi yaitu kinerja dengan nilai 154,19, kepatuhan dengan nilai 524,62,

kelengkapan dengan nilai 101,03 dan kesesuaian dengan nilai 187,50.

El
Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri m

Pengadilan

6 1001~2000 1B Negeri Baturaja 146 45 532.52 101.95 187.51
(] PENCARIAN
-
Pengadilan
7 1001~2000 B 14262 535.84 101.78 187.47 Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palel v
Semua Kategc v Semua Kelas v
Pengadilan
8 1~500 I Negeri Pagar 154.19 52462 101.03 187.50
Januari g 2022 v
Alam
Pengadilan Desember ~; 2022 v
Negeri
9 501~1000 I 141.43 539.33 9369 187.30
Pangkalan m
Balai
- Pengadilan
10 >2000 Negeri 149.97 489.92 120.67 168.28

Kn
USUS  palembang

928.84

Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Tk Pertama

http://evaluasi.badilum.mahkamahagung.go.id

# JUMLAH PERKARA KELAS PENGADILAN KINERJA KEPATUHAN KELENGKAPAN KESESUAIAN TOTAL
1 1~500 Il Pengadilan Negeri Prabumulih 15257  550.47 101.29 187.36 991.69
2 501~1000 I Pengadilan Negeri Lahat 151.44  548.56 100.71 187.45 988.16
3 1001~2000 1A Pengadilan Negeri Lubuk Linggau  150.02  544.72 120.98 169.78 985.50
4 501~1000 1B Pengadilan Negeri Muara Enim 14818 545.66 102.00 187.12 982.96
5 501~1000 1B Pengadilan Negeri Kayuagung 142.77  537.07 101.70 187.31 968.85
6 1001~2000 [1:] Pengadilan Negeri Baturaja 14645 53252 101.95 187.51 968.43
7 1001~2000 1B Pengadilan Negeri Sekayu 14262  535.84 101.78 187.47 967.71
8 1~500 Il Pengadilan Negeri Pagar Alam 15419  524.62 101.03 187.50 967.34
9 501~1000 Il Pengadilan Negeri Pangkalan Balai 141.43  539.33 93.69 187.30 961.75

10 >2000 IAKhusus Pengadilan Negeri Palembang 14997  489.92 120.67 168.28 928.84
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BB
PENINGRATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya
senantiasa berupaya membangun citra positif peradilan melalui berbagai kebijakan
pembaruan untuk mewujudkan pengadilan yang agung (Court of Excellence).
Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang
Badan Peradilan Indonesia, yang dinamakan Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan
Peradilan Indonesia 2010-2035. Salah satu kebijakan pembaruan Mahkamah Agung
adalah dengan melaksanakan penilaian terhadap seluruh peradilan di bawahnya
dengan akreditasi penjaminan mutu.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal
dengan Surat Keputusan nomor. 1639/DJU/SK/0T01.1/9/2015 untuk melalukan
penilaian dan penjaminan mutu pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi seluruh
Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001 : 2008, diperkaya dengan penerapan
International Framework for Court Excellent, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB),
Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan Zona
Integritas dan Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum pada tahun 2014. Tujuan dari Akreditasi Penjaminan Mutu ini
adalah untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul/Prima
(Indonesia Court Performance Excellent - ICPE).

Pada tanggal 13 Juli 2018, bertempat di kota Balikpapan. Ketua Mahkamah

Agung RI memberikan penghargaan kepada beberapa pengadilan di Indonesia,

Salah satunya pengadilan Negeri Pagar Alam yaitu Sertifikat Akreditasi
Penjaminan Mutu dengan predikat “A EXCELLENT”".
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Untuk mempertahankan nilai akreditasi tersebut, Pengadilan Negeri Pagar

Alam senantiasa melakukan perbaikan baik dalam adminintrasi teknis maupun
administrasi non teknis. Adapun hal-hal yang dilakukan untuk mempertahankan
akreditasi ini antara lain :

> Melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP)

> Melaksanakan pelayanan penerbitan surat bagian hukum menggunakan
E-raterang
Pengadaan sarana prasarana pada Ruang Sidang Anak
Peningkatan kinerja dengan menggunakan Monitoring Implementasi SIPP
Survey Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) secara manual
Pelaksanaan Audit Internal di masing-masing bagian

Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

YV V V V V V

Membuat beberapa inovasi seperti: antrian PTSP, antrian sidang, aplikasi

survey kepuasan masyarakat secara elektronik, TV Informasi (profil

Pengadilan Negeri Pagar Alam, jadwal sidang, biaya perkara, SIPEPENG,

SIMAN]JA)

> Pelaksanaan sosialisasi dan pengaktifan aplikasi e-court (Persidangan
secara elektronik).

> Membuat pojok e-court untuk para pengunjung yang ingin membuka web
e-court, era terang, dan membuat email.

> Penambahan sarana prasarana berupa kios touchscreen untuk membantu
para pengunjung dalam mendaftar perkara pada aplikasi e-court
Mahkamah Agung RI.

> Penambahan titik pantau pada CCTV

> Meningkatkan kebersihan dan kedisiplinan.

Di tanggal 2-4 November 2022, Pengadilan Negeri Pagar Alam kedatangan
Tim Surveillance dari Pengadilan Tinggi Palembang untuk menilai kembali akreditasi
Pengadilan Negeri Pagar Alam. Setelah di nilai kembali, Pengadilan Negeri Pagar Alam
dapat mempertahankan nilai akreditasi “ A Excellent”.
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses

dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan

pengadilan melalui satu pintu. Tujuan dari PTSP ini adalah mewujudkan proses




e
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pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah
di tetapkan. Serta memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi,
kolusi, nepotisme. Pada tanggal 22 Mei 2018 bertempat di Pengadilan Negeri Sekayu,
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Ri meresmikan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan. Maka,
Pengadilan Negeri Pagar Alam telah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat
melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang terdiri dari 4 (empat) layanan : layanan
umum dan keuangan, pidana, perdata, dan hukum. Selain itu pada PTSP juga terdapat
layanan meja informasi dan pengaduan, serta layanan pojok e-court. PTSP pada meja
umum dan keuangan bertugas menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang
ditujukan dan dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri. PTSP pada meja
kepaniteraan perdata bertugas menerima pendaftaran perkara baik permohonan,
gugatan maupun gugatan sederhana tingkat pertama, banding atau kasasi dan
layanan-layananan lain yang berhubungan dengan kepaniteraan perdata. PTSP pada
meja Kkepaniteraan pidana bertugas menerima pelimpahan perkara pidana,
pendaftaran perkara pidana, permohonan izin/persetujuan
penggeledahan/penyitaan/pemusnahan barang bukti/perpanjangan
penahanan/pembantaran dan menyerahkan permohonan yang telah ditanda tangani
oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, dan layanan-layanan lain yang
berhubungan dengan kepaniteraan pidana. PTSP pada meja kepaniteraan hukum
bertugas menerima permohonan pendaftaran pendirian CV/waarmaking surat-surat,
pendaftaran surat kuasa/legalisasi surat, permohonan keterangan data perkara,
permohonana surat keterangan tidak tersangkut perkara, layananan pengaduan
SIWAS MARI dan layanan-layananan lain yang berhubungan dengan kepaniteraan
hukum.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan publik guna
mempermudah akses terhadap keadilan, Mahkamah Agung mengeluarkan aplikasi
PTSP plus. Adapun surat masuk di bagian umum dan keuangan pada aplikasi PTSP
plus selama tahun 2022 adalah sebanyak 327 surat masuk dan surat keluar sebanyak
1667 surat. Khusus di PTSP kepaniteraan Hukum untuk mempermudah masyarakat
yang ingin membuat surat keterangan tidak tersangkut perkara, masyarakat bisa
menggunakan aplikasi era terang yang dapat di unduh secara online melalui link :

https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id dan permohonan online tersebut

akan di proses melalui layanan aplikasi PTSP plus. Pada tahun 2022 surat keterangan



https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/
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tidak tersangkut perkara melalui era terang yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri
Pagar Alam sebanyak 108 surat keterangan.

Aplikasi PTSP Plus

i @ VeI © i o
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU+ 'y ‘ o s
PENGADILAN NECERI PAGAR ALAM

C. Inovasi Pelayanan Publik

Tuntutan para pencari keadilan dalam kemudahan berusaha dan
perkembangan zaman, mengharuskan pelayanan di Pengadilan menjadi lebih
sederhana, efektif dan efisien dan sangat dimungkinkan untuk berbasis elektronik.
Dalam menjalankan tupoksinya Pengadilan Negeri Pagar Alam berusaha memberikan
kepuasan dan layanan terbaik, yaitu dengan membuat beberapa inovasi untuk
memberikan kemudahan dan juga informasi kepada para pengguna peradilan periode

Tahun 2022 sebagai berikut :
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1. Layanan Informasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Tentang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri Pagar Alam. Tujuannya adala
untuk memberikan pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang ada, seperti
media komunikasi salah satunya adalah media komunikasi video yang disertai
dengan tulisan dan penerjemah bahasa isyarat sehingga terciptanya layanan yang
adil.

2. Layanan Informasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu berupa video
tentang Alur Perkara Perdata Permohonan pada Pengadilan Negeri Pagar Alam.
Tujuannya adalah utuk memberikan informasi kepada masyarakat pada
umumnya dan khususnya pada masyarakat yang merupakan penyandang
disabilitas terkait informasi perkara perdata permohonan. Pembuatan video ini
untuk mewujudkan keadilan bagi penyandang disabilitas terkait informasi sesuai
dengan Surat Keputusan Dirjen Badilum.

3. Layanan Informasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu berupa video
tentang informasi tata tertib persidangan di Pengadilan Negeri Pagar Alam
tujuannya agar dapat memberikan informasi lebih lengkap dan dapat di terapkan

oleh seluruh pengunjung sidang umumnya dan kepada penyandang disabilitas

pada khususnya yang datang ke Pengadilan Negeri Pagar Alam .
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BAB VI
PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan Internal adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif
dan represif oleh Pimpinan Pengadilan Negeri yang bertujuan untuk menjaga agar
para pejabat peradilan baik kepada pejabat kepaniteraan maupun kesekretariatan
dan para Hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak mengabaikan
keluruhan martabat atau tugas jabatannya dan tidak melakukan pelanggaran
terhadap peraturan yang berlaku atau melanggar sumpah jabatan dan tidak
melanggar kode etik profesinya.

Pengawasan dilaksanakan dengan maksud agar dapat memperoleh
informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi
pengadilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan
rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperoleh umpan balik
bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan, mencegah
terjadinya penyimpangan, maal administrasi dan ketidak efisienan penyelenggaraan
peradilan serta menilai Kinerja.

Adapun fungsi pengawasan meliputi :

a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku

b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana
mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya

c. Menjamin terwujudnya pelayanan public yang baik bagi para pencari keadilan
yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan
biaya berperkara yang murah

Pengawasan internal di dalam lingkungan pengadilan terdiri dari dua (2) pengawasan
yaitu pengawasan melekat, dan pengawasan rutin.
e Pengawasan melekat

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai

pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap

bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut




e
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berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan pengawasan melekat ini dilakukan dengan melakukan rapat dan
membuat laporan bulanan setiap bagian di kepaniteraan yaitu Kepaniteraan pidana,
hukum dan perdata dan kesekretariatan yaitu subbagian umum dan keuangan,
kepegawaian dan ortala, dan perencanaan dan teknologi informasi dan pelaporan.
Panitera juga melakukan pengawasan melekat dengan melakukan rapat bersama
seluruh personil kepaniteraan terkait percepatan penyelesaian perkara, adminitrasi
kepaniteraan dan permasalahan di bagian kepaniteraan. Sekretaris juga melakukan
pengawasan melekat dengan melakukan rapat bersama seluruh personil
kesekretariatan terkait pelaksanaan anggaran keuangan, pengelolaan barang milik
Negara, absensi, pelaporan dan permasalahan di bagian kesekretariatan.

Pengawasan melekat juga mengatur masalah kedisiplinan baik bagi para
hakim maupun pegawai dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya. Dan
dipertegas lagidengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2020
tentang penegakan disiplin kerja hakim pada Mahkamah Agung dan badan peradilan
yang berada di bawahnya. Peraturan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 tahun
2020 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan di di bawahnya. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9
tahun 2020 tentang pedoman penanganan pengaduan (whsitleblowing system) di
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Pengawasan melekat juga dilaksanakan kepada para honorer di
pengadilan Negeri Pagar Alam dengan menilai kinerja honorer setiap bulannya oleh
tim penilai yang di tunjuk Ketua pengadilan Negeri Pagar Alam berdasarkan Surat
keputusan dan dituangkan dalam bentuk lembar evaluasi setiap bulannya. Dan di
akhir tahun kinerja para honorer di evaluasi apakah layak untuk di perpanjang atau
tidak.

e Pengawasan rutin
Pengawasan rutin adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan
Negeri Pagar Alam secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan
kewenangan masing-masing. Pengawasan rutin ini dilaksanakan dengan melakukan
pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan

peradilan yang meliputi :

a. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan yang mencakup :
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- administrasi persidangan
- administrasi perkara
b. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kesekretariatan yang mencakup :
- administrasi kepegawaian, keuangan, umum, perencanaan dan teknologi
informasi
b. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja
lembaga peradilan, dan kualitas pelayanan publik.

Dalam melaksanakan pengawasan rutin ini, ketua Pengadilan Negeri
mengeluarkan SK Nomor : W6-U9/ 64 /SK/KPN/OT.01.3/1/2022 tentang
penunjukan Hakim pengawas bidang dimana ditunjuk hakim yang bertugas sebagai
pengawas setiap bidang kepaniteraan dan kesekretariatan. Adapun laporan setiap
hakim pengawas bidang tersebut diserahkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Pagar Alam sebagai koordinator pengawasan.

Disamping itu pengawasan rutin yang dilakukan bersifat membimbing dan
membina diwujudkan dengan diadakannya pertemuan berkala oleh Ketua Pengadilan
Negeri dengan segenap jajarannya setiap bulan, sehingga semua kendala-kendala

yang ada dapat segera diatasi dan diminimalisir.

B. Evaluasi

Hasil pengawasan internal, baik pengawasan melekat maupun pengawasan
rutin harus dituangkan dalam bentuk laporan tertulis disertai dengan bukti
dokumentasi dan absensi jika pengawasan dalam bentuk rapat.

Hal hal yang perlu menjadi bahan evaluasi adalah temuan-temuan di
lapangan berupa permasalahan setiap bidang, penyebab terjadinya
permasalahan tersebut dan rekomendasi perbaikan untuk penyempurnaan atas
kekurangan yang ditemui.

Salah satu kegiatan evaluasi pengawasan internal kantor Pengadilan Negeri
Pagar Alam adalah dengan mengadakan audit internal yang dilakukan oleh tim
audit internal pada setiap bidang. Kemudian dilakukan rapat tinjauan
manajemen untuk mengevaluasi hasil dari audit internal.

Dengan adanya evaluasi atas hasil pengawasan internal, diharapkan tidak
ada lagi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan aparat pengadilan.

Dilakukannya pembetulan, penyempurnaan, perbaikan dalam pengelolaan

adiministrasi kepaniteraan dan kesekrtariatan. Sehingga didapat kepuasan atas
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kinerja pelaksanaan tugas pelayanan publik di bidang hukum dan keadilan demi

terwujudnya visi dan misi lembaga peradilan.
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BAIB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan tahunan tahun 2022 ini memuat uraian lengkap mengenai
berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang di emban oleh Pengadilan
Negeri Pagar Alam baik program kerja, kebijakan strategis, pembinaan sumber
daya manusia dan pengelolaan penyelesaian perkara, sarana prasarana,
pengelolaan keuangan.

Pengadilan Negeri Pagar Alam dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya khususnya dalam wilayah hukumnya, telah berupaya semaksimal
mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan
dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang
ada.

Secara umum, kualitas administrasi peradilan dan administrasi umum
pada Pengadilan Negeri Pagar Alam telah berjalan baik. Penyempurnaan
terhadap kualitas pengelolaan administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan
akan tetap dilakukan untuk mewujudkan visi Pengadilan Negeri Pagar Alam yaitu
“Terwujudnya Pengadilan Negeri Pagar Alam Yang Agung”

B. Rekomendasi
1. Sumber Daya Manusia teknis dan non teknis pada Pengadilan Negeri Pagar
Alam kiranya dapat ditambah mengingat jumlah perkara yang setiap tahun
meningkat dan terdapatnya beberapa pegawai yang merangkap tugas

disamping tugas utamanya.

2. Perlunya penambahan anggaran belanja modal untuk sarana dan prasarana
serta pembangunan Lapangan Parkir dan Pengecoran basemen.

3. Mahkamah Agung dapat mengadakan bimbingan teknis untuk Bagian
Kesekretariatan, seperti bidang Umum dan Keuangan, bidang Kepegawaian,
Kearsipan maupun Perpustakaan, serta bimbingan untuk pemanfaatan dan
pengelolaan IT. Bimbingan teknis di bagian Kepaniteraan, seperti pengolaan
arsip perkara, bimtek e-court, bimtek SIPP, bimtek pembuatan Berita Acara

Perkara, pedoman Layanan hukum dan penangangan pengaduan, serta bimtek

Lainnya yang berhubungan dengan percepatan penyelesaian perkara.




